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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang
isinya mencabut kewenangan Gubernur membatalkan peraturan daerah
kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Dengan putusan ini maka pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota
hanya dapat ditempuh melalui mekanisme judicial review Mahkamah Agung
(MA). Setelah kewenangan Gubernur membatalkan peraturan daerah
kabupaten/kota tersebut dicabut timbul permasalahan bagaimana memastikan
harmonisasi peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-
undangan lainnya. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis
membuat rumusan masalah sebagai berikut, yakni pertama : bagaimana bentuk
pengawasan pemerintah dalam hal ini Gubernur terhadap pembentukan peraturan
daerah kabupaten/kota?. Kedua : bagaimana penerapan sanksi bagi daerah apabila
melanggar atau menyimpang dari pengawasan pemerintah terhadap pembentukan
peraturan daerah kabupaten/kota tersebut?. Penelitian ini menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach) yakni menelaah semua undang-
undang terkait dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan konseptual
(conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan historis (historical
approach) yakni pelacakan sejarah terhadap norma hukum atau lembaga hukum
dari waktu ke waktu. Dari hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  tersebut  dalam
implementasinya tidak menghilangkan kendali pemerintah pusat terhadap
pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah
kabupaten/kota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi
kewenangan melakukan pengawasan secara preventif terhadap pembentukan
peraturan daerah kabupaten/kota. Pengawasan itu lebih ditekankan pada
pemeriksaan materi muatan yang lebih ketat terhadap rancangan perda
kabupaten/kota pada saat permohonan nomor register. Pemeriksaan materi muatan
rancangan perda kabupaten/kota itu berkaitan dengan apakah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau
kesusilaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi
pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh Gubernur dalam hal
pembentukan perda dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi
penundaan evaluasi rancangan perda, sanksi penundaan atau pemotongan dana
alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH). Dengan pengawasan
preventif yang maksimal maka akan tercipta harmonisasi perda kabupaten/kota
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan
membatalkan dan mengawasi pembentukan peraturan daerah, harmonisasi
peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
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ABSTRACT

Constitutional Court has issued Verdict No. 137/PUU-XIII/2015 about
withdrawing the Governor’s authority in cancelling regency/city regulation. The
Constitutional Court has tested Article No. 251 (2), (3), (4), and (8) on the
Constitution No. 23 of 2014 about Local Government. By this verdict, the only
way to issue the cancellation of the regency/city regulation is through judicial
review mechanism of Supreme Court (MA). Only after the Governor’s authority in
cancelling the regency/city regulation has been revoked, a problem appears in
how to ensure the harmonization between the regency/city regulation and another
regulation. Based on the problem background above, this research sets several
research problems such as: Firstly: How is the form of government’s supervision
especially in this case is Governor towards the establishment of regency/city
regulation? Secondly: How is the sanction implementation for the regencies/cities
if they violate or deviate from the government’s supervision towards that
establishment of regency/city regulation? This research uses statute approach,
examining all of the constitutions with examined law issues, conceptual approach
which starts from points of view and developing doctrines in science of law, and
also historical approach which is a history tracking on norm of law or law
institution for some time. Based on this thesis research result, it is discovered that
during the implementation of the Verdict of the Constutional Court No. 137/PUU-
XII1/2015 did not deprive the control of central government towards local
government, including the establishment of regency/city regulation. Governor as
representative of central government in the region was given an authority to
supervise preventively towards the establishment of regency/city regulation. The
pressure point of this supervision was on more stringent material inspection
towards regency/city regulation draft during register number request. This
material inspection on regency/city regulation draft related to a problem about
would it suit with another higher constitutional regulation, public interest, ethics,
or not. Meanwhile, if the regency/city government(s) did not obey the supervision
preventively which was implemented by the Governor especially in the matter of
establishment of local regulation, they would get some penalties, such as
administrative sanctions, sanctions in postponement of local regulation draft
evaluation, sanctions in postponement or deduction of general allocation fund
(DAU) and or profit sharing fund (DBH). By maximum preventive supervision, it
would harmonize between regency/city regulation and another constitutional
regulation.

Key Word(s) : Verdict of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/20135,
authority to cancel the local regulation, supervision of the local regulation
formulization, harmonization between the regency/city regulation and another
constitutional regulation.
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